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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, 

sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta 

lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi lurah 

di Kecamatan Patallassang untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan 

tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari kelurahan-kelurahan lainnya 

dalam memacu gerak pembangunan. Dengan demikian diperlukan kinerja yang 

lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas 

yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan 

adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat 

diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan 

wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. 

Oleh karena itu, pembangunan aparatur pemerintah lebih diarahkan 

untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa 

serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap 

pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hubungan ini 

kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengendalikan perlu ditingkatkan. 

Di samping itu, kebijakan dan langkah-langkah penertiban aparatur 

pemerintah perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan, terutama dalam 
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menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan 

pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan liar serta berbagai 

bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan 

pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah. Untuk 

itu perlu ditingkatkan secara lebih terpadu pembinaan administrasi umum dan 

kebutuhan perlengkapan dan langkah-langkah penindakannya serta 

dikembangkan kesetiakawanan sosial dan disiplin nasional. 

Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan 

(individual Performance) dengan kinerja organisasi (Organization Performance). 

Suatu organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang 

digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai 

pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan 

karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. 

Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 

tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai 

landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Sehubungan dengan tuntutan 

pembangunan di era otonomi, Kabupaten Takalar mengambil kebijakan “Program 

Pemberdayaan Kelurahan”.  Hal ini dipertegas dalam Peraturan menteri negara 

Pendayagunaan aparatur negara Dan reformasi birokrasi Nomor 7 tahun 2010 

Tentang Pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik, dikatakan bahwa 

dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan kepada peningkatan 

kinerja kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja unit 

pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan 
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Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagai sarana evaluasi kemajuan 

peningkatan kinerja pelayanan publik.  

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan 

berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak 

keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan 

akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta 

pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan 

langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi 

tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan 

keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. 

Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program 

pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami 

dan didukung oleh masyarakat. 

Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kelurahan 

biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat 

terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut 

Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. 

Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai 

negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai 

pengetahuan tentang pemerintahan. Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di 

kelurahan-kelurahan Kabupaten Takalar, seperti dalam usaha peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat. Ditambah dengan pembangunan yang harus 

dilakukan kelurahan-kelurahan Kabupaten Takalar, untuk meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat. Maka baik visi, misi dan fungsi Kabupaten 

Takalar mengkondisikan perlunya suatu upaya Pemberdayaan Masyarakat, salah 

satunya adalah “Program Pemberdayaan Kelurahan”. Dalam pelaksanaan 

“Program Pemberdayaan Kelurahan” di Kabupaten Takalar, kelurahan sebagai 

ujung tombak pemerintahan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk 

mensukseskan program ini. 

Program Pemberdayaan Kelurahan di Kabupaten Takalar untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan seperti, kebersihan, keamanan, ketertiban, 

pembinaan masyarakat, pelayanan masyarakat. Di samping itu, keluhan-keluhan 

masyarakat mengenai kinerja pelayanan kelurahan yang sangat lambat dan 

berbelit-belit merupakan isu aktual yang terjadi saat ini. 

Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa aparat 

kelurahan memiliki tanggung-jawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal 

dari program pemberdayaan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan 

mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang 

maksimal. 

Berdasarkan pengamatan sementara dan keluhan-keluhan dari 

masyarakat diketahui bahwa : 

1. Kurangnya kejelasan persyaratan, prosedur, dan pegawai yang bertanggung 

jawab memberikan pelayanan umum. 

Masyarakat tidak mengetahui persyaratan dan prosedur pelayanan 

administrasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti pelayanan Surat 
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Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Pembuatan KTP, KK, dan IMB, 

surat-surat lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat hanya 

mengetahui bahwa pengurusan administrasi di Kelurahan maka harus ada 

Surat Pengatar dari RT/RW. Kelurahan tidak memberitahukan persyaratan 

dan prosedur yang harus disiapakan masyarakat atas setiap jenis administrasi 

yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat harus bolak balik 

melengkapi persyaratan yang dibutuhkan di Kelurahan.  Selain itu masyarakat 

bingung jika akan mengurus administrasi di Kelurahan karena tidak jelasnya 

pegawai yang bertanggung jawab melayani masyarakat atas setiap 

administrasi yang dibutuhkan.  

2. Rendahnya kedisipilinan petugas pelayanan 

Pegawai terkadang tidak ada di kantor ketika masyarakat dating mengurus 

administrasi sehingga administrasi yang dibutuhkan masyarakat lambat 

selesai. Selain itu sikap arogan dan cuek yang diperlihatkan pegawai dalam 

meberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Tidak efektifnya ketepatan waktu pelayanan 

Pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat  sering terlambat, 

seperti pengurusan KK dan KTP diluar dari ketentuan waktu yang telah 

ditetapkan kelurahan, yakni pengurusannya membutuhkan 7 hari atau 

seminggu dari ketentuan waktu selama 3 hari. Pengurusan Surat-Surat 

Keterangan, yakni Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, 

pengatar SKCK yang seharusnya 1 hari penyelesainnya, namun selesai dalam 

waktu 2 sampai 3 hari. 
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4. Pemberian pelayanan yang tidak adil dan merata 

Pengurusan administrasi yang dibutuhkan masyarakat diskriminatif. 

Masayrakat yang memiliki hubungan keluarga, teman, kolega dengan 

pegawai Kelurahan pelayanan administrasinya cepat. Tetapi masyarakat 

lainnya yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan pegawai harus 

menunggu berhari-hari pengurusan administrasi yang dibutuhkan.  

5. Terjadinya pungli kepada masyarakat yang dilayani 

Setiap pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat harus 

dibayar, seperti, pengurusan Surat Keterangan Domisili sebesar Rp. 20.000,- 

(dua puluh ribu rupiah), pengurusan Surat keterangan Usaha sebesar Rp. 

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bahkan sampai ratusan ribu rupiah dan 

pengurusan lainnya. Pembayaran tersebut tergantung jenis administrasi yang 

dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui berapa kepastian 

aturan pembayaran dari setiap administrasi yang dibutuhkan masyarakat. 

6. Rendahnya kenyamanan pelayanan kepada masyarakat 

Masyarakat merasa tidak nyaman dengan pegawai Kelurahan. Pegawai 

kurang ramah dan bersahabat terhadap masyarakat yang dilayani seperti 

dalam pengurusan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu kondisi 

sarana kantor yang tidak bersih dan teratur. 

Hal ini sangat penting karena kinerja aparat kelurahan menjadi faktor 

yang sangat penting bagi implementasi pelaksanaan pemberdayaan kelurahan 

ini. Hal ini didukung bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah 

dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan tetapi terletak pada 

bagaimana mengerjakan. Dalam melaksanakan pemberdayaan pihak pemerintah 
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kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, 

baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada 

dalam era otonomi ini serta pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat 

menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan 

yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang 

menggambarkan good governance di kelurahan Kabupaten Takalar.  

Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur pegawainya karena 

itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur dalam tampilan 

kerja dari pegawainya. Karena pentingnya unsur manusia, maka dalam usaha 

mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai Negeri Sipil, sehingga sangat perlu memacu kinerja 

pegawai. Salah satu bentuk memacu kinerja pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

meningkatkan produktivitas kerja aparat adalah meningkatkan kemampuan 

pegawai Negeri Sipil, kesejahteraan, menciptakan rasa aman, memberikan 

peluang/kesempatan berkarier, ini semua dimaksudkan untuk meningkatkan 

kinerja pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini untuk mencapai efesiensi dan 

efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.  

Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki 

kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan 

bertanggungjawab serta accountability dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 

sebagai unsur pelayananan terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi 

birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah 

keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 
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Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Kelurahan di Kecamatan Patallassang 

Kabupaten Takalar”. 

B. Fokus Permasalahan                                                                     

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih 

dahulu, maka penulis mengemukakan fokus permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana  Kinerja Kelurahan di Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui kinerja Kelurahan di Kecamatan Patallassang Kabupaten 

Takalar. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan dunia 

akademik maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat terhadap kepentingan dunia Akademik : 

Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teori manajemen 

sumber daya manusia, khususnya mengenai kinerja Kelurahan di Kecamatan 

Patallassang Kabupaten Takalar. 

2. Manfaat terhadap dunia praktis : 

a. Sebagai bahan masukan bagi unsur pimpinan dalam rangka merumuskan 

kebijakan kinerja sumber daya manusia yang lebih baik dan komprehensif 

untuk mendukung peningkatan kinerja Kelurahan guna melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan 

Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar. 
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b. Manfaat bagi peneliti adalah merupakan tambahan wawasan 

pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia yang sangat 

relevan dengan kondisi kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kecamatan 

Patallassang Kabupaten Takalar.  
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